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.ARBITRASE.SEBACAT PENYELESAIAN SNNGKDTA
DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DI TNDONESTA

_ Oleh :
Theodosia Yoviti

P,ehaylnal Modal Asing saat in, sangat dipe ukan di Indonesia, hamun
1:::,0::r,-!f::'-yor, 

asiTr ieotah en-gga,i beriatins kc rndonesia. wataupin
1:.r-!:: 

t^olrn kerntunga.n dan fasilitos yong sangat haik, serta iaminanKeomarran dan pemerintah,Indonesia. Hal ini dicehabkan belum gdanya
p::!::!:!-!t, hukum yangjelas dari Hutum Indonesia rerhadap investo,i itiig.reraluran tentong penanama.n .Modal Asing sudah sangat isang.. $eloin fiuperadilan di.lndonesia tidak memihak paia investor asing apibila.tgriadi
s.e ng,keta, sehingga untuk men.dgpatkan perlindungan hukin iorur'.iiiili
Iembaga di luar pengadilan (ariitrase)'di negara" latn irririr iiiyri"riii,sengkera yang timbul.

Pendrhu luan
Setiap negara sedang

berkembang selalu ingin melakukai
pembangunan di segala bidang guna
mensejahterakan masyarakatdya
sampai taraf hidup yang lebifr baik.
Untuk mencapai pembangu.nan
tersebtrt, tentunya dipcrlukrin mddal,
ski ll, maupun teknologi. Naniun hal
tersebut mefijadi kendala dalam
pelaksanaannya.

Pembangunan

memanfaatkan kekurangan modal
Nasional.

_ Indonesia sebagai negara sedang
berkembang, telah mempunyai
Undang-Undang tentang penanaman
Modal Asing yaitu Undang-Undans

l.{^oqor I Tahun 196? Lembaran Negari
19_67 (yang selanjutlnya disebut den-lan
UPMA ), dan disempurnakan dengan
Undang-Undang Nomor I l  Tahun
1970. Di dalam pasal I UPMA
menyebutkan pengertian psnanaman
modal, yaitu :
_ "Pengertian penanaman modal

di ttalam Undang-Undang ini
hanyalah melipuri modal asing
secara langsung yang dilakukan
menurut atau berdasarkan
ketentuan-ketentuan Undang-
Undang ini dan yang diguriakan

ekonomi,
merupakan pembangunan yang menjadi
prioritas utama bagi negara scdang
bertembang ieperti Indonesia. Solusi
yang paling tepat adalah dbngan
menetapkan kebijaksanaan untuk
menggunakan modal asing melalui
rnveslor-tnvestor asing. penanaman
Modal Asing ini digunikan untuk
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untuk menjalankan p€rusahaan '
di Indonesia, dalam arti bahwa
pemilik modal secara langsung
menanggung resiko dari
penanaman modal tersebut".

Penanaman modal tersebut
mengandung beberapa unsur pokok
yai tu:

a. Penanaman modal secara
Iangsung;

b. Penggunaan modal untuk
menjrilankan perusahaan;

c. Resiko yang langsung
ditanggung oleh pemilik modal.
(Suny lsmail dan Rochman
Radiro, 1968:35)
Jadi pengertian Penanaman

Modal Asing harus memenubi ketiga
unsur tersebut di atas. Dalam
menanamkan modalnya investor asing
boleh membentuk perusabaan dengan
keseluruhan modalnya atau d€ngan
suatu bentuk usaha patungan (Joint
Venture ('ompany') dengan rekan usaha
dari moda Dalam Negeri.

Istilah penanaman mqdal
sebenarnya berasal dari bahasa lnggris
yaitu Investment. Pengertian
Penanaman Modal Asing biasa disebut
dengan Investasi, sedang. orang yang
menanamkan modalnya disuatu negara
disebut Inve3tor.

Ada beberapa bentuk
penggunaan modal asing dalam
pclaksanaan pembangunan di
Indonesia. yai lu :

l. Bentuk penggunaan modal asing
secare keseluruhan modalnya
dimi l ik i  o leh pihak asing.

2. Bentuk p€nggunaan modal asing
. yang bentuknya patungan modal

dengan rekan usaha dari modal
Nasional.
Investasi asing di Indonesia

dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk
investasi, yaitu investasi langsung
(direct inve$ment) dan investasi
portofolio (intlirect iniestment).
Inveslasi portotblio dilakukan melalui
pasar modal dengan instrumcnt surat
berharga seperti saham dan obligasi.
Sedangkan investasi langsung yang
dikenal dengan Penanaman Modal
Asirng ( PMA ) merupakan bentuk
investssi dengan jalan membangun,
membe li total atau mengakuisisi
perusrhaan. (Paiji Anoraga, 1995:46)

Ditinjau dari segi hukum dalam
investasi asing ini, investasi secara
.langsung. lebih banyek keuntungannya
bagi Indonesia. Keuntungannya dapat
menyerap banyak tcnaga kerj a.

Penanaman Modal Asing yang
diatur berdasarkan UPMA hanya
meliputi penanaman modal asing
secara langsung dan digunakan untuk
menjalankan perusahaan di Indoncsia

. dalam pengertian pemilik modal
mcnanggung resiko secara langsung
atas penanaman modalnya di
Indonesia. Berdasarkan pada
ketentuan-ketentuan yang ada di dalam
UPMA, pemerintah cenderung lebih
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menginginkan Pen&naman Modal Asing
ysng b€rbentuk Joint venture atau
disebut dengan usaha patungan. Dalam
pelaksanaan usaha patungan antara
lndonesia dengan Asing, .. pemerintah
banyak memberikan kemudahan-
kemudahan pada perusahaan patungan
tersebut.

Bentuk perjanjian kerjasama
pcrusahaan: patungan' torsobut t€sq|8ng
di dalam Joint Venture Agreement.
Perjanjian yang dibuat olch invcstor
asing selaku penanrm modal di
Indonesia adalah bcntuk kontrak yang
berbentuk tertulis. Di dalam kontrak
tersebut akan memuat kesepekatan-
kesepakatan yang telah dibicarakan dan
dirumuskan. sebelumnya oleh para
pihak, sebelum dituangkan di dalam
kontrak resmi yang harus ditanda
tangani para pihak.

Kontrak yang dibuat dalam
pel4\5gnaan kescpakatan penanaman
modal antaia Investor .asing dengan
pihak nasional, nibiupakan salah satu
bentuk dari Hukum Kontrak Dagang
Intcrnasional. Berkaitan dingan
Huliim Kontrak Intirnasional, maka
akan timbul suatu masdlah nengehri
pilihan hukum (choice bf law) dzlam
pcnyelesaian sengketa yang timbul
diantara para pihak.

Berdasar&an uraian t€rsebut di
atas, maka dapat dimunculkan
bebcrapa permasalahan sebagai berikut

.1. Mengapa para pihak lebih
memilih penyelesaian sengkcte
melalui arbitrase dari pada
penyelesaian sengketa melalui
pengsdilan?

2. Mengapa para pihak lebih
rnemilih arbitrase luar negeri
dari pada arbitrase dalam negeri
dalam penyelesaian scngketa

. penanaman rnodr.l diJndoitesir?

Arbitrese rebegai Pilihu Hckln
delrm Penyelenian Sengketa
Penrnrmtl Modal Asing

Keuntuigan Penanaman Modal
Asing dengan patungan (joint venture)
bisa dijadikan saranr pengalihan
tcknologi. Pengalihannya melalui
bcrbagai cara, antaro lain melalui
pelatihan.pclatihan terago korja
Indonesia. memasukkan mesin-mcsin
rrodern dan bise.jadi melalui lisensi,
sehingga tenag& kerja Indonesia
menjadi terampil dalam mcnggunakan
teknologi baru. Apabila kerjasama
pendirian perusahaan patungan tersebut
beirkhir, rnaka tenaga kerja Indooesia
siap menoruskan perqsahaan terircbut.
-" Perjanjian usaha patungan ini

menipakan sustu .bentuk kerja sama
yang tertuang secara terfulis antara
pemilik modal 'asing dengan pemilik
modal nasional. Saat ini banyak sekali
ditcrnui bentuk kerjasama patungcn
tersebut. Paling sering dijumpai adalah
perusahaan patungan dengan bentuk
kerjasama antara pendnam modal asing
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dengan perusehaan swasta: nasionel
,dibandingkan kerjasama antara

penanam .modal asing dengan
perusahaan ncgara (BUMN) setempat.

Perjanjian kerjasama pendirian
perusahaan patungan m.erupakan
perjanjian dagang .internasional, yang
tertuang di dalam bentuk kontrak
dagang intcrnasional. .Di dalam
pembuat kontrak dagang t€rsebut harus
internasional untuk pendirian
perusahaan patungan harus. teliti dan
cermat mengenai isi dari perjanjian..

Sebelum mcnguraikan isi
perjanjian, pcrlu diketahui, pengertian
kontrak. . Menurut. ', (amus - Hukum,
defisini. kontrak adalah "surtu
kesepakatan . yang. '' diperjanjikan
Qtromissory agreenent). diantora dua
atau lebilr pihak , ' !.arg ,, dapat
menirnbulkan. memodifikasi ^'atau
mcnghilangkan :. hubungan. hukum".
(Fuady Munir; 1999:4).

'r". :Pengertian'kontrak {ebih luas
dari- pcrjanjian, karena setiap kontrok
berisi kesepakatan-kcscpakatan dari
pihak pembuat kootrak dan berlaku
sebagai Undang-Undang bagi mereka
yang rnembuatnya. Hukum kontrak
merupakan bagian dari hukum privat,
karena. hukum privat penckanannya
pada pelaksanaannya atau pada
pelaksanaan kewajiban. Isi dari kontrak
tcrgantung .para pihak, sehingga
terdapat istilah, kebcbasan berkontrak
Qmcla s4nt servandal seperti .yang
tercantum di dalam pasal 1338 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya disingkat KUH Per).

. Setiap kontrak selalu
m€nimbulkan akibat hukum bagi para
pihak yang membuatnyr, selein
mcnimbulkan kewajiban. Di dalem

'.m€mbuat kontrak harus mcmperhatikan
secara cermat materi yang akan dibuat
dalam kontrak. Kekurang hati-hatian
dalam membuat/rnenyusun materi
kontrak, maka akan mcnjadi kesalahan
yang fatal.

'. Sebelum kontrak ditandatangani,
maka harus dipelajari sccara seksama
menganai beberapa hal yang sangat
substansi di dalam kontrak tcrsebot.
Terutama mengenai persamatn
pcrsepsi dalam isi kontrak, ytitu,sntara
ldn: definisi dan istilah.istilah, obyck,
pilihan hukum, domisili hukum, dan
lainnya yang .bcrtujuan untuk
m€mbeniut , kontrak. Sclain itu
diperlrdrtn pula informasi. yang sejelas-

' jclasnya .' dan , selengkap-lengkapnya
pihak yang menjadi, mitra dalam usaha
ini, agar Rantinya tidak menimbulkan

' kekecewaan dan kerugien yang sangat
besar delam usaha ini.

Apabila konttek sudah ditanda
tongani, maka segala akibat hukum dan
kewajiban para pihak harus
dilaksanakan sebagaimana yang

. tertuhng , dalam kontrak. Dengan
dltandatanganinya kontrak . tersebut,
pra pihak dianggap telah sep.kat
dengan apa yang telah ditulus di dalam
isi kontrak tersebut.
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Kontrak pada penditi&n
perusahaan patungan (ioint venture
compqny). adalah termasuk dalam
kontrak dagang interhasional.
Pengertian kontrak dagang
internasional adalah: "kontrak yang
dilentuk olch dua ,atau lebih pihak,
yang melakukon transaksi lintas batas

ir": negara, yang berkebarigilaan bcrbcda".
(lda Blgus Wyasa Putrr, 2Q00:63-64\

Dengan demikian '. di dalam
kontrak dagang internasionel terdapat
kep€ntingan para, pihak untuk
melindungi kepentingannya sendiri
dan/aiau kepentinfin negaranys
masing-masing.,,Difrana kepentingan
tersebut ssngat berlainan di dalam
prinsip. U.ntuk mcnyamakan prinsip
dalnm berdagang, maka perlu adanya
suatu kgnsgp dalam pembuatan. kontrak
dag4ng intcrnasional. yang berlaku dan
digunakan oleh setiap negara.

Hukum kontrak drgang
internasional ini sangat diperlukan,oloh
setiap pelaku usaha ..dagang
internasional,.karena bcrkaitari. do4gan
pilihan hukum (choice of taty.) yang
akan ditentukan dan dikehendriki olch
pera pihak di dalam kqprr*trttrdUrilf.'-
pilihm. hrikum berkaitan dengan
ponyelesaian sengketa yang
dikehendaki di dalam kontrak tersebut,
yaitu menggunakan hukum: negora
maaa, karcna hukum yang berlaku di
negara para pihek sangat berlainan.

. Ada dua macam penyclesaian
sengketa yaitu' melalui pengadilan

(litigasi) dan di luar pengadilan (non
Iitigasi). Penyelesaian scngkera yang
banypk dipilih oleh paro peiaku usahi
addlah penyelesaisn sengketa di luar
pcngadilan, yang dis€but .dengan
penyelesaian senglidta alternatif.
Penyelcsaian sengketa alternatif ini
terdiri dari beberapa macrm, yaitu
antara lain iregoisasi, mcdiasi,
konsolidasi. dan arbitrase. Diantara
bcbcrapa alternatif teisebut yangseting

',digunakan adalah arbitrase
Arbitrasc di dalam, hukum

positif' Indonesia diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tcntang Arbitrase dan Alternatif
Pcnyelesaiu Sengketa (selanjurnya
disebut UU No. 30119991. Di delam
pasal | , butir kesatu memberikan
iengertiar mengenai arbitrase, yaitu :

'Arbitrosc adalah aclra
. pen]€lcfrian soEtu .sengk€ta

Perdrta ;di luar Pcradilan
umum yang didesarkdh pada

. perjanyian srbitrase yang
dibuat secara tertulis olch

, para ... pi!!k', ', -.,ythg
ber'sengketa".

Sedangkan pengertian perjanJian
arbitrase tefturng di dalam ketentuan
pasal I butir ketiga yang tertulis
scbagai berikut :

"Perjrnjian arbirabc adalah
suatu , kesepakatan berupa
klausula arbitrase yang

,. tercantum dalam suatu
per.yanjian tertulis yang

Atbitrotc schagci Pcnyclctai.r ScnEkait l3ldi Bidatg Pcraaaaan Modtl Attni dt ladoscia. '- Thdaoti. Iorala
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dibuat para' pihak seb€lum
timbul . senigketa, atau suatu
perjanjian arbitrase
tersendiri yang dibuat para
pihak s€telah terjadinya
sengketa".

Apabila pora pihak s€pakat di
dalam perjanjian penantman modal
memilih arbitrase sebagai penyelesaian
sengketa, maka haruc ada klausula
arbitrase dalam perjanjian,(kontrak)
tersebut. Klausula arbitrose :yang telah
tartuang di dalam' perjanjian brbitrase
tersebut dinamakan Pactum ,.. de
('ompromitteano

Apabita di dalam perjanjian
yang rHbuat olch para pihak ierscbut
tid.k terdapet klausula arbitrase dan
terjadi sengkcta yang para pihak
menginginkar disolesaikan olch
erbitrase, maka para pihak tersebut
hcrus membuat perjanjian arbitrase.
Ferjanjian arbitrase tcrscbut dinamakan
akta kompromis. Jadi ekta kompromis
ini dibuat setelah. timbul sengketa,
sedangkan pactum de compromiltendo
dibuat sebelurn terjadi sengketa dan
sejak awal telah disepakati oleh para
,pihek.

. Di -dalam praktek perjanjian
arbitrase disebut juga dengan klaurula
arbitrase. Penggunaan arbitrase
rneagandung .koaotasi, bahwa
perjanjian pokok yang , bersangkutan
dilengkapi dengan persetujuan
arbitrase. Dengan kata lain pcrjanjian
pokok yang bersangkutan, mengandung

klausula arbitrase. (Harahap Yahya:
l99l :99). , .

Perjanjian Arbitrase tertuju pada
masalah penyclesaian
sengketa/perselisihan yang timbul dari
perjanjian, yang diawali dengan adanya
keeckapatan parr pihak untuk
mcnyelesaikan persclisihan t€rsebut
mclalui Badan Arbitrase. Pcnyclesaian
ini tidak ingin dilakukan olch badan
peradilan. Badrn yang menyelesaikan
adalah badan swasta yang dibentuk
oleh Kamar Dagang Industri (Kadin)
yang bersifat netral dan biasa disebut
wasit.

Apabila ditinjau lebih dalam,
pcrjanjian arbitrase ini .bukan
merupakan perjanjian pokok, tetapi

, hanya berupa .pcrjanjiail' tambahan.
Pcrjanjian pokoknya tetap pada
perjanjlan pendirian perusahaan dan
perjanjian tambahan terletak pada
penyelesaian ' scngketanya (kalau
tcrjadi sangteta). Dengrn demikian
pcrjanjian arbitrase discbut "Perjanj ian
Asesor", artinya pcrjanjian asesoir
yaitu tanpa adanya perjanjian arbitrase,
pcrjanjian pokok tetep ada. Sebaliknya
tanpa adanya, perjanjien pokok, maka
tidak mungkin ada perjanjian
tambahan. Satiap sengk€tr antara
investor dengan pemilik modal

.nasional lebih banyak disclesaikan oleh
arbitrase. Terdapat kccendenrngan
pihak asing lebih memilih arbitrsse
scbagai forum penyelesaian sengketa.
Hal ini tcrutams terlihat dalam pfrl:tck

Arbitrse rcttgoi Pcnlclct.i,n ScrEkda 132
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pertsmr drn tcrakhir ylng mempanyai
f6*ratan oscngikrt. '

Selain itl ,. eda beberapa
keuntungan yang dapat dipcrolih
ocrgrn meaggunaksn arbitEsc sebsgai
badrn. penyelcsaian seaghcto, yritu :
' . 1., . Proses .pcureriksran bersif,at

confidental yErq monjamin
' kerahasiaan , para pib+,

,, seltmgga kredibilitas totrp
terJa$.

2. Mcnjomin proscs. : p€meritla&l
. berjalan singkat dad ssdqhu..
3. Putusan arbitr$c tidsk.rdaprt
, ' ditjukan bmding rtau kasesi,
... karena pututanny. ,,lmgsung

,. .dan kekurtan. eksekutoria!.
Kendala yang dihodapi dalam

polakqanaan putusanr. arbitrase yaitu
lcmbaga arbitrase tidak nompoyai
kekuatan memaksa, sehinggr dalim
pelrksanaan putusatnyo masih
melibatkan lcmbagt peradilan. Dalam
hal ini Kctua Pengrdilan Ncgcri, scsuai
dengan &otentlan.p.sal 6f UU. No.
3O1,1999.. :  - , : .  , : : ;

Arbitrarc , btcinatlo l nertp*rl
Pillhu ;Prn . pitrk Urlrn
Pcnyelerrirn ,pcnrltnrr
Mcd.l di Indotcrir

Apabi la ditinjau,dari pcngcrtian
arbitrrse,. maka arbitrase. nerupakan
suetu bertut perjanjirn ylng
merupakan kcsepakatan bersama tntuk
menyelesaikan sengketa apabila

lqbilr.ozc tcbtgti Pcnyclctoion Sct ttdc 133di Bldarf Pcrodanai o.t.t Ariri di Indoned* '--
.. : !. ' - t."' ILoJaia yodte
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timbul, tidak melalui badan peradilan.
Perjanjian yang dimaksudkan tersebut
harus dibuat secara tertulis oleh para
pihak.

Perlu diketahui ada 2 (dua)
macam bentuk perjanjian arbitrase.
Pertama disebut dengan Pactum de
Compromirendo, ygitu suatu bentuk
perjanjian arbitrase yang tertuang di
dalam kontrak sebagai suatu klausula
yang melekat dalam kontrak Yang
dibuat oleh para pihak sejak awal mula
perjanjian kerjasama disepakati. Akta
Kompromi dibuat pada saat telah
terjadi sengketa dan di dalam kontrak
kerjasama yang dibuat tidak tercantum
klausula arbitrase, sehingga perlu
dibuat suatu akta kesepakatan, yaitu
suatu akta yang berisi kesepakatan para
pihak untuk menyelesaikan
sengketanya ini melalui badan
arbitrase.

Penyelesaian sengketa Yang
dimaksudkan di sini adalah
penyelesaian sengketa antara investor
asing dengan pemerintah Indonesia dan
atau penyelesaian sengketa antara
investor asing dengan perusahaan
swasta nasional. Sengketa Yang
dimaksud disini adalah sengketa
dilingkungan perdagangan atau
dilingkup hukum bisnis. Tepatnya
dalam sengketa tentang Penanaman
modal asing yang terjadi diawali
dengan kontrak yang dibuat oleh para
pihak.

Selain itu perj anj ian penanaman
modal juga harus tunduk Pada hukum
dasar perjanj ian. yaitu yang termuat di
dalam pasal l3t3 KUH Per.,  Pasal
1320 KUH Per..  dan pasal 1338 KUH
Per, pasal 1320 KUH Per. mengatur
mengenai syarat sahnya perjanjian,
yaitu ada 4 syarat :

l. Kesepakatan para pihak Yang
membuat perjanjian;

2. Cakap bagi para pihak Yang
membuat perj anj ian;

3. Obyek perjanj ian j  elas;
4. Obyek Perjanj iannYa

diperbolehkan.
Pasal 1338 KUH Per. mengatur

tentang kekuatan mengikatnya
perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat
oleh para pihak berlaku sebagai
Undang-Undang bagi mereka Yang
membuatnya. Pasal 1338 KUH Per. ini
menganut azas kebebasan berkontrak
(Pacta Sunt Servada).

Para pihak yang dimaksudkan
disini adalah para Pihak Yang
melakukan perjanjian arbitrase, yattu
pihak investor asing dengan
pemerintah Indonesia atau antala
investor asing dengan para penguasaha
swasta nasional. Penanaman modal
asing di Indonesia tunduk Pada
Undang-Undang Nomor I Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing dan
jo Undang-Undang Nomor 1l Tahun
l970. Selain i tu juga harus tunduk pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas. Selain itu

Arbit.as. tebogai Penlcletoio, Sengkera 134
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{}Cu tunduk pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentans
Penyelesaian perkara Alternatif dai
Arbitrase untuk penyelesaian Arbitrase
Indonesia.

International Center for
Sett lement of Disputes (ICSID)
merupakan suatu badan yang
menyelesaikan sengketa penanaman
modal asing. Untuk penyelesaian
sengketa antara pemerintah setempat

{: ie?n investor asing, pemeriniah
otstnt sebagal contracting states.
Sedangkan Konvensi New york adalah
suatu dasar bagi penyelesaian sengketa
antara investor asing dengan
penguasaha swasta nasional. Konvensi
ini merupakan kesepakatan dari
anggota PBB di New york pada tahun
1958 dan lndonesi i  telah
merati fikasinya.

Di dalam menentukan pi l ihan
arbiter dalam penyelesaian sengketa
ini, harus telah tertuang di dalam
perjanjian arbitrase yang di buat secara
tertulis. Perjanjian arbitrase tersebut
bisa ditentukan sebelum senqketa
terjadi dan melekat pada perja'njian
pokok (I'octum De Compromitendo\
atau dibuat kemudian setelah teriadi
sengketa (akta kompromis). Selain i tu
di dalam perjanjian arbitrase juga harus
disebutkan secara jelas mengena!
arbiter negara mana yang akan
menyelesaikan sengketa tersebut.

Penutup

. , Penyelesaian sengketa yang
terJadi antara investor asing dengan
pihak Indonesia selalu memil ih arbiter
asing dan badan arbitrase asing dalam
menyelesaikan sengketa di bidang
penanaman modal asing. Hal ini
disebabkan para investor asing bclum
percaya terhadap independensi dari
lembaga arbitrase Indonesia dalam
menyelesaikan sengk€ta yang terjadi
antara investor asing dengan pihak
Indonesia. Selain itu Badan Arbitrase
Indonesra di ni lai  belum mampu untuk
mengimbangi kemajuan dari teknologi
asing sebagai salah satu masalah dalam
sengketa yang terjadi selama ini.
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